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ABSTRAK

Anak secara umum adalah seseorang yang belum dewasa atau belum
menikah, Anak yang berada di bawah umur ini tidak dimungkinkan dapat dengan
sendirinya melakukan perbuatan hukum. Perbuatan yang dimaksud adalah
menjual harta waris atas peninggalan Ayahnya. Bahwa atas segala perbuatan
hukumnya, anak di bawah umur berada di bawah kekuasaan Wali. Hal ini perlu
adanya perlindungan hukum bagi anak di bawah umur sebagai jaminan keamanan,
kemakmuran, dan kedamaian di masa sekarang, nanti, dan di masa depan. Untuk
menjual tanah dan bangunan dengan syarat orang tua bertindak sebagai Wali
harus mengajukan perwalian dan mengajukan penetapan izin jual harta anak
dibawah umur di Pengadilan Neger

ubungan antara

‘flgajuan permohonan
on membawa surat
permohonannya,1 ertama menyerahkan
SKUM dan salma k sidang. Kedua, tahap
persidangan yakni im membacalkan narmiol onannya beserta bukti-
buktinya dan mengabulkan permohonan  pemohon.Tanggung jawab Wali
membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya dan
mencatat semua perubahan harta benda yang digunakan untuk kepentingan si anak
sampai selesai masa perwaliannya karena si anak telah dewasa dan mampu
mengurus dirinya sendiri. Pertimbangan hakim dalam perkara Penetapan Nomor
10/Pdt.P/2021/PN.Jpa mengutamakan tujuan hukum yaitu kemanfaatan kemudian
memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pemohon. Apabila suatu
permohonan ditolak, banyak menimbulkan permasalahan bagi pemohon. Hal ini
dikarenakan penetapan tersebut merupakan syarat administrasi dalam transaksi
jual beli.

Kata kunci: Perwalian, Jual harta, Anak
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ABSTRACT

In general, a child is someone who is immature or unmarried. It is not
possible for a child under this age to be able to take legal action by himself. The
act in question is selling the inheritance of his father's inheritance. That for all
legal actions, minors are under the authority of the Guardian. This requires legal
protection for minors as a guarantee of security, prosperity, and peace in the
present, in the future, and in the future. To sell land and buildings on the condition
that parents act as guardians, they must apply for guardianship and apply for a
permit to sell the property of minors in the District Court.

The purpose of writing this thesis is to find out the application procedure
and the responsibilities of the guardigisin managing the permit to sell the property
of a minor and to find out the
guardianship in the managepie
Jepara District Court.
This researefis

namely, by ex egulations related to
this writingsH sis, namely research
that dese ﬁ"‘.i. or certain
group ail ip between a
symptom ' source of this
research is iterature study.

Eibmission process
consists of: " licant brings the
application | ‘registration of the
application, pél Dayme gal th Dfficer submits the

SKUM and a 35,

2 J
trial stage, narr'\,l UMNIETLELA ation along with the
evidence and gregis.s cani's raquest. The ¢ An's responsibility is to
make a list of theq‘a ma‘mj{'@ﬁ’ -'-'1*"5'-'5"-’%’?* ’ d record all changes to
the property used Srthe Benc st ARS child uatihg fend of his guardianship
period because the Children are adults and are able to take care of themselves. The
judge's consideration in the case of Determination Number 10/Pdt.P/2021/PN.Jpa
prioritizes legal objectives, namely benefit and then provides legal certainty and
justice for the applicant. If an application is rejected, it causes many problems for
the applicant. This is because the stipulation is an administrative requirement in
buying and selling transactions.

Keywords: Guardianship, Selling property, Children
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perkawinan adalah bersatunya dua insan yang dipertemukan oleh
Allah SWT untuk dijodohkan menjadi satu sebagai suami istri.' Dalam

ikatan perkawinan niscaya akan melahirkan keturunan yaitu anak. Anak

-ﬂ*m*ﬁ

\ UNISSULA
\iﬂﬂ—wiéﬁf?' 3 art 'J-'h// enangan hukum dan

bertujuan  untuk

}ﬂ' mengawasi segala

a dan dikembangkan

SIS S0 B2 emmm— o A S B 1S 4 — 5

melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menerima, sedangkan
kewenangan bertindak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, faktor
usia, status sudah menikah atau belum, status sebagai ahli waris, dan lain-

lain.

! Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan, UMM Press, Malang, 2020, him.1.
2 Iman Jauhari, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami, Pustaka Bangsa,
Jakarta, 2003, him.81.



Seperti yang dijelaskan dalam pasal 28 ayat (2) UUD 1945 bahwa
setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang
serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara
alamiah anak sudah menjadi tanggung jawab dari orang tuanya. Tanggung
jawab memiliki aspek sosial terhadap perkembangan jiwa sendiri, maupun

kekeluargaan terhadap anak. Seseorang boleh saja mengatakan dewasa

—c

———— — N e
mll-r-niesi'uﬁn

perbuatan

Kecakapan sendiri merupakan salah satu syarat untuk bertindak
dalam hukum. Orang-orang yang tidak cakap menurut hukum diatur dalam
Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu: orang belum dewasa dan orang yang

ditaruh dibawah pengampuan. Sehingga kedewasaan seseorang merupakan

* https://www.hwmalaw.com/read/25/dewasa-berdasarkan-hukum-indonesia. Diakses pada 24
Agustus 2021 pukul 12.30 WIB



tolak ukur dalam menentukan apakah seseorang tersebut dapat atau belum
melakukan perbuatan hukum.

Berkaitan dengan adanya jual beli atas tanah dibawah umur yang
dilakukan oleh orang tua guna kepentingan si anak harus ditetapkan sesuai
dengan hukum yang berlaku di masyarakat. Selain itu seseorang yang

meninggal dunia maka semua hak dan kewajiban hukum akan

tua ata

erbuata u Nl SS u LA s harta warisan yan
p E?F’?ﬂﬁl o L“'/ yang

didapatkanhy e iarcna=amar ok mesih dalam memb angun kepribadian untuk

menjadi pribadi yang mandiri. Bisa jadi warisan dapat diabaikan karena
tidak ada orang lain yang mengelolanya untuk kepentingan anak, selain itu
dikhawatirkan jika digunakan pada kepentingan pribadi bagi orang-orang
yang memanfaatkan situasi yang ada.

Kekuasaan orang tua tentunya sangat berpengaruh terhadap anak

yang belum dewasa ketika melakukan perbuatan hukum. Kekuasaan orang



tua hanya berlaku bagi anak-anak yang sah. Kekuasaan dapat dicabut jika
salah satu atau keduanya melalaikan kewajibannya kepada anak atau
berperilaku buruk.* Pasal 345 KUHPerdata menyatakan bahwa jika salah
satu orang tuanya meninggal dunia maka perwalian anak di bawah umur
dipangku hukum kepada orang tua yang masih hidup. Kekuasaan orang

tua bukan hanya kepada diri anak saja, tetapi meliputi benda dan kekayaan

er-l.:-' )
UNISSULA |
”l!!l"lal e l@r

2| ameies e

perwalian meliputi:

dicabut kekuasaannya

A

b. Anak sah yang orang tuanya telah bercerai;

c. Anak lahir di luar perkawinan (natuurlijk kind).

4

Mujiono Hafidh Prasetyo Zulfa Salsabila Alfarobi, “Penetapan Perwalian Anak Terkait

Pertanggungjawaban Orang Tua Menjual Harta Anak Di Bawah Umur Karena Pewarisan,”
Notarius, Vol 12.No.1, 2019, him.297.

> Pasal 47 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
® Subketi, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2005, him.52.



Wali wajib mengurus dirinya sendiri dan harta benda yang berada
dibawah perwaliannya, yaitu anak. Anak yang akan mendapatkan harta
peninggalan orang tuanya harus diwakilkan oleh walinya. Akibat dari
harta peninggalan yang diperoleh seorang anak dari orang tuanya dapat
memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.’

Seperti dalam penetapan perwalian Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Jpa.

I harta berupa sebidang
’ - uhan perawatan

,,ﬂ 393. KUHPerdata
i‘;u rhd ] §i anak. Tidak
}9 & /

r a s henda-benda tidak

lilm'lllli Xl

ihan yang tidak

\\ m‘-;'_l.l.?j.wll :11 Lt a tidak boleh lalai dan

harus dilaks R eRamec e 27K, Porlindunoan um bagi anak di bawah

umur dalam menjual harta anak tersebut dengan syarat orang tua bertindak
sebagai wali harus mengajukan perwalian dan mengajukan penetapan izin
jual harta anak dibawah umur yang pada akhirnya akan mendapat surat

penetapan yang disahkan oleh Pengadilan Negeri. Tujuan diperlukannya

” Windha Aulina Yusra, “Pengurusan Harta Warisan Anak Di Bawah Umur Yang Berada Di
Bawah Perwalian (Studi Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 4 Pdt.P/2015/PA. Mdn),
Premise Law Journal, Vol 2, 2016, him.2.



perlindungan adalah sebagai jaminan keamanan, kemakmuran, dan
kedamaian di masa sekarang, nanti, dan di masa depan.® Selain itu juga
untuk memastikan bahwa orang tua yang masih hidup cakap bertindak,
tidak dalam keadaan pailit, tidak dicabut kuasa asuh terhadap anaknya dan
tempat tinggalnya jelas. Hal semacam ini dapat meminimalisir resiko yang

mungkin terjadi di kemudian hari.

= &
untuk mé *ﬂﬂt
\ UNISSULA /SR
"\:n:” _,.ri s} g d L‘:‘ jenulis tertarik untu
. o

melakukan | \ERERSREERCengan S UCUIT < TINJAUAN  YURIDIS

yang didaftarkan.

PERMOHONAN PERWALIAN DALAM PENGURUSAN IZIN

JUAL HARTA ANAK DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN

NEGERI JEPARA.”?

® Muhammad Fachri Said, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi
Manusia,” JCH (Jurnal Cendekia Hukum), Vol 4, no. 1, 2018, him.145.

° https://www.99.co/blog/indonesia/menjual-warisan-untuk-anak/. Diakses pada 25 Agustus 2021
pukul 13.00 WIB



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka
penulis mengemukakan permasalahan yang akan diteliti yaitu:
1. Bagaimana prosedur permohonan dan tanggung jawab Wali dalam
pengurusan izin jual harta terhadap anak di bawah umur?.

2. Apa pertimbangan hakim terhadap permohonan perwalian dalam

ai-dari penelitian

ung jawab Wali
o Wah umur.
¢rhadap permohonan

ak di bawah umur di

D. Manfaat Penelitian
Dari berbagai penjelasan di atas, penelitian ini diharapkan mampu
memberikan manfaat yang akan memberikan konstribusi serta
sumbangasih antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis;



a. Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan
ilmu pengetahuan mengenai perwalian, terutama mengenai
pengurusan jual harta anak di bawah umur. Serta diharapkan dapat
memberikan solusi yang akurat terhadap masalah yang diteliti.

b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas

masukan dan

herwalian  dalam

2nambah pengetahuan

gurusan izin jual harta

anak di bawah umur serta dapat dijadikan acuan dalam melakukan
penelitian sejenis dengan penelitian yang lebih mendalam.
E. Terminologi

1. Perwalian



Perwalian (voogdij) adalah pengawasan terhadap pribadi dan
kekayaan seorang anak yang belum dewasa.”® Menurut Undang-
Undang No.1 Tahun 1974 dijelaskan dalam pasal 50 ‘“anak yang
belum mencapai umur 18 tahun atau belum melangsungkan
perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasan wali”.'* Di dalam
perwalian hanya terdapat satu orang wali seperti yang diatur dalam

Pasal 331 KUHPerdatas

Q
UNISSULA o oara ok dal
. at-svarai vang hart oleh para pihak dalam

i/l sl teluinale

perlu diatur rukun-

3. Harta Warisan
Harta dalam istilah fikih disebut al-mail yang berarti condong atau
berpaling dari posisi satu ke posisi lainnya. Secara sederhana harta

merupakan sesuatu yang mempunyai nilai berharga.

'%p.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Kencana, Jakarta, 2015, him.155.
! pasal 50, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
* 1bid., him.156.



Manusia mempunyai keinginan untuk memiliki, mengelola dan
menikmati harta. Tetapi harus disadari bahwa kekayaan yang kita
miliki hanyalah sementara. Harta hanya sebagai hiasan kehidupan
yang artinya harta hanya dapat kita nikmati selama masih hidup.
Sehingga segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang telah

meninggal disebut dengan harta warisan. Harta warisan adalah harta

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*

F. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan serangkaian tata cara atau langkah

yang sistematis dan terstruktur dan dilakukan oleh seorang peneliti dengan

3 Akhmad Khisni, Hukum Waris Islam, Unissula Press, Semarang, 2013, him.1.
“https://Rendratopan.Com/,  https://rendratopan.com/2020/03/12/anak-menurut-undang-undang/.
Diakses pada 23 Agustus 2021 pukul 13.00 WIB
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tujuan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang ada. Sebagai
suatu penelitian yang ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian diawali
dengan pengumpulan data sehingga analisis data yang dilakukan
memperhatikan kaidah-kaidah penelitian sebagai berikut.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi, penulis menggunakan

pendekatan f ', pendekatan yang digunakan

angan  (Statute  approach).

u Nl SS u LA ielah deskriptif analisis
éﬁ“@%mh '

£ analisic adalal penclitian ya ---r enggambarkan sifat-sifat

suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu bertujuan
untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan
gejala lain yang ada dalam masyarakat.*

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

' Ishag, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, Alfabeta,
Bandung, 2017, him.20.

11



Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder
yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara
mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan
dengan penelitian. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang berasal dari

peraturan perundang-undangan dan berupa penetapan pengadilan

wawancara dengan narasumber. Hal ini disebabkan karena
wawancara dengan narasumber dapat diperoleh informasi berupa
data secara akurat dan memadai serta digunakan sebagai

pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer.

12



c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan
penjelasan bahan hukum primer dan sekunder yakni kamus Bahasa
Indonesia, kamus hukum, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Penelitian akan dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data-data

UNI ss ULA
mmgvi@aﬂuwu./

SN tesrnt anatsisergeskrntif adalah data yang

etode kualitatif yang

terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga
apa yang ditanyakan responden tertulis atau lisan, teliti, dan dipelajari

sebagai suatu yang utuh.
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G. Sistematika Penulisan
Di dalam menyusun skripsi, penulis membaginya dalam beberapa
bab yang tersebut di bawah ini :
BAB I : Pendahuluan
Bab yang menguraikan tentang latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,

B

BAB Il

berdasarkan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis
yaitu prosedur permohonan dan tanggung jawab wali dalam
pengurusan izin jual harta anak di bawah umur dan
pertimbangan hakim terhadap permohonan perwalian dalam
pengurusan izin jual harta anak di bawah umur di Pengadilan

Negeri Jepara.
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BAB IV  : Penutup
Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian. Bab yang
berisikan kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan

penelitian yang telah dilakukan.

'Ft:#_l,!.,e_y]éfpbl nmaela
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BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Perwalian
1. Pengertian Perwalian
Perwalian (voogdij) diartikan Subekti sebagai pengawasan

terhadap anak di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan

'gﬁr ang diberikan
il

g g g.atau benda
Sedr) &

yang menurut hukum

---------------- ongurus anak yatim dan

hartanya sebelum anak itu dewasa atau pengasuh pengantin

perempuan pada waktu nikah (yaitu orang yang melakukan janji

nikah dengan pengantin laki-laki)”."’

1% Elviana Sagala P Abdul Hakim, Risdalina, “Kedudukan Wali Anak Dibawah Umur Terhadap
Harta Warisan Menurut Hukum Islam,” Jurnal llmiah Advokasi Fakultas Hukum Universitas
Labuhanbatu, Vol 08, No. 02, 2020, him.53.

" Hartono, Kamus Praktis Bahasa Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, him.176.
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b. Amin Suma mengatakan “perwalian adalah kekuasaan atau
wewenang yang dimiliki seseorang untuk langsung melakukan
suatu tindakan sendiri tanpa harus terikat dengan izin orang lain.*®

c. Ali Afandi, perwalian diartikan sebagai “pengawasan pribadi dan
pengawasan terhadap harta kekayaan anak yang belum dewasa

apabila anak tersebut tidak di bawah kekuasaan orang tua, jadi

uatan hukum untuk

Cdanet me lakuka 3. an hu Perwalian menurut figh
ikl £ teluinele

-r:.:.—--I_I-lr:l-l_r?ﬁ—ii-:ll-llllllIlk_vi: u perwallan lea (dlrl

pribadi), perwalian harta benda, dan perwalian jiwa dan harta benda.
Urutan perwalian yang ditetapkan oleh hakim untuk menjadi wali

seorang anak, jika ternyata orang tua anak itu sebelum kematiannya

¥ Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2005, him.134.

% Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Rineka Cipta, Jakarta, 1997,
him.156.
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tidak mengangkat wali bagi anaknya. Penunjukan diambil oleh salah
satu kerabat terdekat sesuai dengan garis keturunan mereka.?
2. Faktor Penyebab Perwalian
Terjadinya perwalian karena hal-hal sebagai berikut.

a. Perkawinan orang tua putus karena kematian salah satu orang tua

atau perceraian;

B ! 2 sejarah suatu
atan. 7

.Im\ &ill-nq‘g‘ﬁ":im- ﬂr

- /
. [ A% MBnaL Fimeked dalam  kalimat
F

? hukum tidak sama

m‘, | u-ié--.r ‘h_ ] e L‘l etentuan hukum yang
P ﬁ i

dapat dipaRaiitanpat ChcNi-canuumemandini asas-asas hukum yang

terkandung di dalamnya. Karena itu, tidak cukup hanya membaca
undang-undang konstitusi suatu negara. Untuk memahami sepenuhnya
hukum suatu bangsa, seseorang tidak bisa hanya melihat peraturan

hukumnya, tetapi juga harus melihat asas - asas hukumnya. Asas-asas

2% Bahder Nasution dan Sri Warjiati, Hukum Perdata Islam, Mandar Maju, Bandung, 1997,
him.45-46.
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hukum inilah yang memberikan etis pada banyak peraturan dan
ketetapan hukum itu sendiri.

Dalam KUHPerdata sistem perwalian dibagi menjadi beberapa asas
yaitu:?

a. Asas tak dapat dibagi-bagi (Ondeelbaarheid). Dalam setiap

perwalian KUHPerdata. Asas tak dapat dibagi-bagi memiliki

.sebagai orang tua yang paling

an suaminya, ia
. '?ﬁ_ KetHPerdata.

1 pea windvoerder

Ry E )

;T 8IG e DacAno-haRgy JETjarige diluar Indonesia
-

3 o

e * e o *:I--

UNISSULA /SN

Lol NG F.H ] b 1 0 22 ulKa eual’ga 1da a a,
il 'é”i‘-’wh //
~ ~ L/~ al

(an, sedangkan keluarga

vihak keluarga harus

" Sitimicianinr- s ecasf g L e R T

tidak datang sesudah pemanggilan dilakukan, maka yang
bersangkutan dapat dituntut berdasarkan Pasal 524 KUHPerdata.

4. Macam-macam Perwalian
Macam-macam perwalian menurut KUHPerdata dibagi menjadi 3

macam,yaitu :*

? Soedharyo Soimin, Hukum Orang Dan Keluarga , Sinar Grafika, Jakarta, 2014, him. 56-58.
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a. Perwalian oleh suami/isteri yang hidup paling lama, diatur dalam
Pasal 345-354 KUHPerdata.
Bahwa orang tua yang terlama hidup dengan sendirinya menjadi
wali. Pasal ini tidak membuat pernyataan bagi para suami/isteri
yang hidup terpisah disebabkan perkawinannya putus karena

perceraian atau karena ada perpisahan meja dan tempat tidur. Jika

""ﬂ'ﬂ"‘

UNISSULA

du berdasarkan surat

Pasal 355 ayat 1

Bahwa setiap orang tua menjalankan kekuasaan atau perwalian
orang tua atas seorang anak atau lebih berhak mengangkat wali
atas anak-anak itu, jika setelah ia meninggal perwalian itu bukan
pada orang tua yang lain baik dengan sendirinya atau karena

penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 353 ayat 5

%2 Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, Hukum Orang Dan Keluarga, Alumni, Bandung
1986, him.171.
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KUHPerdata. Dengan kata lain, setiap orang tua yang menjadi wali
atau memegang kekuasaan orang tua berhak mengangkat seorang
wali jika perwalian itu masih terbuka.

c. Perwalian yang diangkat oleh hakim, diatur dalam Pasal 359
KUHPerdata

Bahwa semua orang yang tidak berada di bawah kekuasaan orang

engadilan Negeri harus
agar atau secara sah
\w ). Bagi wali

] pengangkatan

dimulai ketika

UNI ssu LA ddlam pasal 51 ayat (1)
\ bl i@bwh /

yarat-syarat yang harus

Undan ORI SISO AT o A o+ i B mmam—is sl sATS

dipenuhi seseorang yang akan menjadi wali yaitu:*®

a. Anak (laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 tahun);
b. Anak-anak yang belum menikah;

c. Anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua;

d. Anak yang tidak berada dibawah kekuasaan wali;

% http://eghypandawa.blogspot.com/p/hukum-perdata-perwalian-dibawah-umur_07.html. Diakses
pada 12 September 2021 pukul 09.02 WIB
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e. Perwalian yang menyangkut pengasuhan anak dan harta bendanya.
6. Syarat dan Penunjukan Wali
Syarat yang harus terpenuhi agar seseorang dapat ditunjuk sebagai
wali berdasarkan Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah
Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali

yaitu:**

a. Warga negara | ﬁ.-s'i'-',-An.; berdomisili tetap di Indonesia;

"‘r‘

¢ dari suamifistri, bagi

dm surat pernyataan;

I. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan
melakukan:
1) Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan buruk

terhadap anak;

** pasal 4-6 Peraturan Pemerintah Rl Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Penunjukan
Wali.
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2) Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk
penegakan disiplin terhadap anak.
j. Mengutamakan keluarga anak derajat terdekat;
k. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika:

1) Masih ada;

2) Diketahui keberadaannya;

Asddn orang tua atau

7. Kewajiban Wali
Perwalian merupakan tugas, baik untuk kepentingan anak maupun
untuk kepentingan masyarakat, dan harus dilaksanakan oleh orang
yang ditunjuk sesuai dengan keadaan atau sifat pribadinya. Seorang

wali mempunyai tanggung jawab yang bertujuan untuk menjaga

%> pasal 379, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
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kesejahteraan anak. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 110

KHI yaitu:

a. Wali wajib mengurus diri dan harta yang berada di bawah
perwaliannya dengan  sebaik-baiknya dan  berkewajiban
memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan

lainnya untuk masa depan orang yang berada dibawah

perwaliannya. .+

UNI SSU LA
M**@Ptrh

l riamasicimavrsirsvesiaed _-.mr

Tahun 1974 Tentang

a. Wali wajib mengurus anak yang berada dibawah kekuasaannya dan
harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama

kepercayaan anak itu.

%% pasal 50, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
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b. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah
kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua
perubahan-perubahan harta benda anak tersebut.

c. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di

bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan kesalahan

dan kelalaiannya.

'*
UNISSULA /S8
am.aun ) -N0Aa tu Va B dn Deraknir Karena.:
—I'L‘l'.'.g %ﬂﬂ#

o ﬁ‘--r----"l;unm;u.;-u..l Onzettlng Of Ontthflng)

A

atas diri wali;
2) Ada alasan pembebasan atau pemecatan dari perwalian
(pasal 380 KUHPerdata).
Menurut KHI, perwalian berakhir ketika anak dalam perwalian itu

telah berumur 21 tahun atau telah menikah dan ketika hak

%7 Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang Dan Keluarga, Airlangga
University Press, Surabaya, 1995, him. 231.
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perwaliannya telah dicabut oleh Pengadilan. Sedangkan menurut UU
No.1 Tahun 1974, perwalian berakhir pada saat anak berada dalam
perwaliannya telah berumur 18 tahun atau sudah menikah dan jika hak
perwaliannya dicabut oleh Pengadilan serta apabila anak yang ada
dalam perwaliannya meninggal dunia.?

Dalam hal ini bahwa wali merupakan badan hukum. Kekuasaan

E@

waian Ara—Q aLgKatsoseorang  sebagai
H

UNISSULA
an Al el -
iy | 25010 eluwinal o

Jual o s ta e ogis, merart maykar harta dengan harta.

Sedangkan menurut terminologi jual beli adalah persetujuan yang
mengikatkan antara penjual yakni pihak yang menyerahkan atau
menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar atau
membeli barang yang di jual.

Dalam Pasal 1457 KUHPerdata disebutkan bahwa:

?® Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000,
him.101.
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“jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan
pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. 29
Adanya ketentuan jual beli dianggap telah menjadi syarat antara
kedua belah pihak mengenai objek yang diperjualbelikan serta

mengenai kesepakatan harga. Pada saat terjadinya kesepakatan

peralihan hak milik belum dilakukan. Adanya penyerahan barang

@)
EX0)

BEYERatatt-Iua o % aKa terjadilah jual
hhsensus yang berarti

UNISSULA | o
m’.@yiéﬁnu L h/ an agar antara pihak-

pihak YA € v-r—--m-mm mokehendak, artinya jika apa

yang diinginkan penjual maka pembeli juga menginginkannya.*

%% pasal 1457,

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

*% Sahat H.M.T. Sinaga, Jual Beli Tanah Dan Pencatatan Peralihan Hak, Pustaka Sutra, Bandung,
2007, him. 14.

31 R. Subekti,

Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, him. 2.

*2 1bid., him. 3.
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2. Jual Beli Tanah

Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) bahwa
pengertian jual beli adalah pengertian jual beli menurut hukum adat.
Yang dimaksud jual beli tanah menurut hukum adat adalah suatu
pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai,® terang

berarti perbuatan pemindahan hak ini harus dilakukan dihadapan

at dilakukan dengan

lisetujui oleh notaris.

notaris dan bersifat sementara atau sebagai perjanjian pendahuluan
untuk keperluan pencatatan peralihan hak atas tanah yang harus

dinyatakan jelas dalam akta jual beli yang disetujui di hadapan PPAT.

3% Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2007,

him. 76.
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Perikatan yang berasal dari perjanjian jual beli ini harus memenuhi
persyaratan hukum dari jual beli tersebut seperti yang diatur dalam
Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

a. Adanya kata sepakat bagi mereka yang menguatkan dirinya;

b. Cakap, bahwa kesepakatan para pihak untuk membuat perjanjian;

c. Suatu hal tertentu;

macam, yaitu:*

a. Syarat Materiil
Syarat materiil sangat menentukan terkait dengan sahnya jual beli
tanah tersebut, antara lain sebagai berikut:

1) Pembeli berhak membeli tanah yang bersangkutan;

** 1bid., him. 77-78.
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2) Penjual berhak menjual tanah yang bersangkutan;
3) Tanah hak yang bersangkutan boleh diperjualbelikan dan tidak
sedang dalam sengketa.
b. Syarat Formil
Bahwa setelah semua persyaratan materiil terpenuhi, maka

dilakukan jual beli dihadapan PPAT. Dalam pelaksanaan jual beli

)/disampaikan kepada

JUNISSULA /IS
ey lléﬁﬁb ke hi/ daftaran kepada pihak-

farziemvssisiemaiaeecif 2 Yissmis F T A PYRTFEATEA

ikan salinannya.

Setelah akta dibuat, selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak akta
tersebut ditandatangani, PPAT menyerahkan akta tersebut pada kantor
pendaftaran tanah untuk pemindahan haknya sesuai dengan Pasal 40

PP No. 24 Tahun 1997.%®

** bid., him. 79.
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4. Jual Beli Tanah Warisan
Pada dasarnya menjual tanah warisan sama dengan proses jual beli
pada biasanya. Perbedaannya terletak pada pihak penjual dan pajak-
pajak yang timbul karena jual beli tersebut. Jika dalam jual beli biasa

penjual atau orang yang namanya tercantum di sertifikat hadir untuk

menandatangani akta jual beli, namun pada proses jual beli tanah

Harta warisan merupakan harta kekayaan yang ditinggal oleh
seseorang sesaat setelah meninggal dunia menjadi harta yang
diwariskan.® . Dimana semua harta tersebut tidak dikurangi untuk

pemakaman jenazah, pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat

*® R.abdul Djamali, Hukum Islam : Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam 11, Mandar Maju,
Bandung, 1992, him. 112.
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kepada orang yang telah meninggal ketika masih hidup.*” Untuk
menerima warisan, harus ada orang yang masih hidup pada saat
pewaris meninggal dunia untuk dapat bertindak sebagai ahli waris,
orang ini harus sudah ada pada saat warisan itu terbuka. Aturan ini
diberikan kepada ahli waris karena kematian atau orang yang

menerima warisan melalui wasiat.

UNISSULA
ERD iz l..e-/"

12
»
L]
Al dn
i,

smm= e avrsERsSiaim T

keluarga kecuali, hak untuk mengingkari keabsahan anak yang
lahir dari istrinya.*® Harta warisan dari seseorang yang meninggal
dunia dapat berupa: harta bergerak maupun yang tidak bergerak,

seperti tanah dan bangunan, tabungan, perhiasan, juga kendaraan.

*” Akhmad Khisni, Loc.Cit., him. 1.
** Benyamin Asri dan Thabrani Asri, Dasar-Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan
Teoritis Dan Praktek), Tarsito, Bandung, 1988, him. 7.
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2. Ketentuan Waris
Prinsip pewarisan menurut KUHPerdata adalah hubungan darah.
yang berhak mewaris adalah yang punya darah, kecuali suami/istri
pewaris (Pasal 832 KUHPerdata). Sedangkan menurut Hukum Islam
yang berhak mewaris berdasarkan Pasal 171 huruf ¢ Kompilasi

Hukum Islam, yaitu:*

=

a. Mempunyai hubug ewaris;

, yaitu tentang

/A

Jdra ahli warisnya.

-‘*W"-‘-

uUnissuLa

ebruik). Dalam hal ini

o

i Hemims NZTUTE TP T T | engertlan bahWa benda

itu harus selalu dijaga, seperti halnya benda-benda
sebelumnya;
2) Perjanjian perburuhan dengan pekerjaan yang harus dilakukan

bersifat pribadi;

** https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It4fd228f6b255c/hak-waris. Diakses pada
hari Jum’at 24 September 2021 pukul 08.00 WIB.
% Maman Suparman, Hukum Waris Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, him. 20-21.
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3) Perjanjian perkongsian dagang.
b. Lapangan hukum keluarga
1. Hak seorang ayah untuk menyangkal sahnya seorang anak;
2. Hak seorang anak untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai
anak sah dari ayah atau ibunya.

3. Syarat-syarat Pewarisan

UN'SSULA
‘ fﬁ""—M'ﬂwh

i sarmariaissmaniand j S ieciemeimnsmeinsin J

dunia.

b. Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal
dunia;
Meskipun tak lama setelah meninggalnya si mayit (pewaris), dalam
hitungan menit misalnya, ahli waris menyusul meninggal, maka si

ahli waris ini tetap berhak mendapatkan bagian warisan.
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c. Adanya harta warisan.
Harta yang ditinggalkan mayit (pewaris) setelah kematiannya yang
akan dibagikan kepada ahli warisnya.
D. Tinjauan Umum Anak Di Bawah Umur
1. Pengertian anak

Anak adalah manusia yang dilahirkan oleh seorang lbu yang
" akan datang Dalam Kamus
'? \L-\“ gertian anak adalah

T“-'" bjek hukum.

'€ ndungan ibu pun

aetbila kepentingan si
./ unsur-unsur penting

anak sebagai subjek

a. Unsur internal dalam diri anak:
1) Subjek hukum, sebagai seorang anak digolongkan sebagai

human right dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

** Rahman Amin, Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia, CV Budi Utama,
Yogyakarta, 2021, him. 2.

*2 Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, CV. Widya Karya, Semarang
2005, him. 37.

* Yudhi Marza Harca, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perwalian Terhadap Anak Di Bawah Umur
Korban Tsunami Di Aceh, Tesis pada MKn, FH, USU, Medan, 2013, him. 29-30.
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Ketentuan yang dimaksud ditempatkan pada anak dengan
golongan orang yang belum dewasa, orang yang di bawah
perwalian, dan orang yang tidak mampu melakukan perbuatan
hukum.

2) Persamaan hak dan kewajiban anak (recht gelijkstelling en kin

plicht), seorang anak juga memiliki hak dan kewajiban yang

| UNISSULA
\ el igriclyinale

£ 1.n...._";...._....=.v_.|l"ﬁ‘& ...... smbiaiansameiciad 15

dicantumkan oleh ketentuan-ketentuan peraturan hukum itu
sendiri. Demikian pula ketentuan-ketentuan yang membuat
perincian tentang Klasifikasi kemampuan dan kewenangan

berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan.
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2) Hak-hak istimewa (bijzondere rechten) yang diberikan negara
atau pemerintah yang berisikan dari Undang-Undang Dasar
1945 dan perundang-undangan lainnya.

Pengertian anak secara umum adalah seseorang yang berada di

bawah usia tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah menikah.

& L : §
mv\n‘iu-himﬁ- 3 RIS} ah mereka yang

i., ap Ciae ebi Sehulu telah kawin.®

e Ve Ny J/

UNISSULA /|

H—MI éﬁ;ﬂ!“ el /: sit menyatakan bahwa
. o5

anak yARG et cncopa UmurC I8 hun  atau belum pernah

melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya
selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*
Sementara Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

** Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2016, him. 42-
43.

** pasal 330, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
*® Pasal 47 ayat 1,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
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tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak adalah seorang
yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang
masih dalam kandungan.*’

Dapat disimpulkan bahwa pengertian anak dapat ditinjau dari
beberapa aspek misalnya terkait dengan batasan umur yang biasanya

menjadi tolak ukur sejaunh mana anak bisa dipertanggungjawabkan

ngan yang ada di

UNISSULA
\u et | Iéﬁﬁb 1 L:L rkawinan

| Ty . 16 e 24615148 74 tentang Perkawinan:

Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum
mencapai 18 tahun.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

*’ Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
*®https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It4eec5db1d36b7/perbedaan-batasan-usia-
cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan, Diakses pada hari Minggu 26 September
2021 pukul 10.03 WIB.
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Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Yang belum
dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua
puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.

c. Kompilasi Hukum Islam
Pasal 98 ayat (1) KHI: Batas umur anak yang mampu berdiri

sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak

18 tahun dapat

Undang-Undang

3) Dewasa hukum. Dewasa hukum yang dimaksudkan adalah batas
umur tertentu menurut hukum yang dapat dianggap cakap
bertindak dalam hukum.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa seorang anak yang

baru lahir sudah dikatakan sebagai subjek hukum. Namun dengan

demikian tidak berarti bahwa semua subjek hukum bisa leluasa secara
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sendirinya melaksanakan hak-haknya melalui tindakan-tindakan
hukum. Hal ini perlu adanya kecakapan bertindak, yaitu kewenangan
untuk melakukan tindakan-tindakan hukum pada umumnya. Selain
itu, ada beberapa kategori bagi orang tidak cakap melakukan tindakan
hukum (handelingsonbekwaam), seperti yang dicantumkan dalam

pasal 1330 KUHPerdata:*

hemur, belum dewasa;

o

a. Anak yang masi e
g lain yaitu orang yang

walaupun dari sisi usia

istilah baligh.
ah mimpi basah
e disebut baligh jika

nenentukan pada usia

B
UNISSULA _ |
mﬂ-&gj-r P 1 sLuisula dtau wanita mengalami

Orang dewasa memiliki kematangan di dalam menghadapi
berbagai persoalan kehidupan. Seperti yang diungkapkan oleh Monks
dan Knoers, kedewasaan memiliki nilai lebih dari pandangan

psikologis, seorang dikatakan telah dewasa bila telah mampu memikul

9 https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/batas-usia-dewasa-dalam-

perspektif-hukum-oleh-asrofi-246, Diakses pada hari Minggu 26 September 2021 pukul 18.04
WIB.
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tanggung jawab bagi dirinya sendiri dan orang lain yang dipercayakan
kepadanya.*®

Dalam hukum bagi orang-orang yang belum dewasa dapat mohon
pendewasaan agar dapat melakukan tindakan hukum. Untuk dapat
menggunakan kewenangan hukumnya, bagi anak yang belum dewasa
dapat diwakili oleh orang tua atau walinya, sedangkan untuk yang

ditempatkan Iian harus  diwakili  oleh

pengawas/ g, sudah menikah diwakili oleh

hubungannya dengan permasalahan yang penulis kaji yakni seperti

peralihan hak dan penjaminan tanah warisan dari orang tua.

*® M.Nurhadi, Pendidikan Kedewasaan Dalam Perspektif Psikologi Islam, CV Budi Utama,
Yogyakarta, 2014, him. 5.
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E. Tinjauan Umum Jual Harta Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif
Islam
Harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah,
dimana Allah telah menyerahkan kepada manusia untuk menguasai harta
tersebut sehingga orang tersebut sah memiliki hartanya. Kepemilikan

manusia terhadap harta hanya bersifat relatif, sebatas untuk menjalankan

dewasa. (& curat a'-MNisa’ n bahwa orang yang
\mﬂie&- sRLlssale ]

memakan hARZanakeyarm s saranereninan-niisuk dalam kategori wali

yang zalim. Adapun ayatnya sebagai berikut:
PEIA NI PR P 0L TR < T 10});,’&'5 Lo} 2 ”.% 7 oY - .
10 Gl G385 J1sal i) Wl W) IS5 (b agishay 156 & () 5lails
i

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara
zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan
mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).”
(QS. An-Nisa:10)
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Surat al-Nisa’ ayat 2 juga memuat hukum larangan mencampur,
memakan harta anak yatim bersama dengan harta wali, serta dilarang pula

menukar harta anak tersebut.
|5 il aadial ¥ 1 Eaadl by B V5 158G el L el

G5 18

W
UNISS U LA
, IFY:"" "-l:‘ UI H'b!"»._j' “'Eﬂlﬁ}"

Seorang yang dipercaya boleh menjual harta anak melalui hakim yang
mengangkatnya, yakni dalam hal-hal yang diperbolehkan jual beli
dengan alasan tidak menjual untuk kepentingan dirinya sendiri dan
sepanjang disitu terdapat kemaslahatan untuk si anak.”*

Menurut Kompilasi Hukum Islam, ada pasal-pasal yang membolehkan

untuk mengalihkan atau menggadaikan warisan anak-anaknya yang belum

>! Muhammad Jawad Mughniyah, Figih Lima Mazhab, Lentera, Jakarta, 2010, him.698.
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dewasa atau di bawah umur yakni diatur dalam Pasal 106,110, dan 112

KHI sebagai berikut.>

1. Pasal 106 ayat 1 KHI BAB XIV Pemeliharaan Anak, orang tua
berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang
belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan

memindahkan atau menggadaikan kecuali keperluan yang mendesak

Dalam Surat An-Nisa ayat 6 mencakup tiga hal pokok yaitu,

pendidikan anak yatim, hukum memakan harta anak yatim, dan

penyerahan harta anak yatim kepadanya. Ayat tersebut berbunyi:

52 Mardani, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2016, him.269-271.
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)ty el G213 ) AT FIKE G623 e 135 152838 2g3l) aleald) ¥y
U 586 10 151805 1 o100 (i (IS e Cainingh (s (I8 1 i RS
o5 paally 1308 25283 263) el sl | A e 2 dle K5 AL Gaws

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.
Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai
memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.
Dan, janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas
kepatutan dan (janganlas u) tergesa-gesa (membelanjakannya)
sebelum mereka devfase apgsiapa (d| antara pemeliharaan itu)

@l ia mencapai usia
N cakap maka Wali

diperintah! : epadanya. Allah juga

melarang WatismSnakan-ng: BrAanayatimesacars/ berlebihan dan khawatir

anak beranjak dewasa yang berkonsekuensi pada wali harus menyerahkah
harta anak yatim kepada mereka sesuai dalam ayat ini. Kecuali bagi yang
fakir, tidak haram makan dari harta anak yatim sesuai dengan standar upah
kerja mengurus anak yatim. Sehubungan dengan harta anak yatim, Wali
disarankan untuk menghadirkan saksi saat pemindahan harta agar di

kemudian hari tidak terjadi sengketa dalam urusan hartanya.
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Perlindungan hukum bagi anak menurut hukum Islam memberikan
syarat alasan Wali dalam menjual harta anak di bawah umur perwalian
yang diperbolehkan sepanjang dilakukan untuk kepentingan anak yalmo
tidak memusnahkan harta dan tidak memudharatkan anak, juga bukan
mengambil yang jadi kebutuhan penting anaknya. Selain itu dalam

penjualan harta tersebut harus diawasi setidaknya oleh kerabat terdekat

.ﬁ*nl.h
UNISSULA
weellellgnloleluinle
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BAB 111

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.Proses Pengajuan Permohonan dan Tanggung Jawab Wali dalam
Pengurusan Izin Jual Harta Anak Di Bawah Umur

Anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum

pernah menikah ada di bawh kekuasaan orang tua, selama kekuasaan

orang tua tidak dic "rf\ putusan Pengadilan. Seringkali

l\.\"\.

s, seorang wali mengajukan

(l"\“ tapkan sebagai Wali.
.L \.
"ﬂ"

Bama o ot isa dianggap mudah,
“Hgga”

harus mg “ N s gg u L#‘-‘( 2h Pengadilan Negeri.

syarat sahnya daia akukan—peratthan—nak-atas tanah kepada orang
lain. Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara
dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa penyelesaian
perkara di Pengadilan bisa dilakukan secara E-Litigasi yakni berupa
aplikasi E-Court yang dibuat pemerintah dengan alasan agar perkara-
perkara tersebut dapat diselesaikan secara sederhana, cepat, dan biaya

ringan.
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Berkaitan dengan hal tersebut maka prosedur yang harus dilakukan
dalam mengajukan permohonan perwalian dalam pengurusan izin jual
harta anak di bawah umur dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Tahap pendaftaran
a. Pendaftaran perkara bisa dilakukan melalui 2 cara yaitu secara

online melalui E-court atau bisa langsung hadir di Pengadilan

\.\ / Suami Pemohon
‘Sﬁ '(1,, [at KEnm ;' S mi Pemohon;
e .

o 2y L. ?f Perwalian;
UNISSULA /

9),-Fety. “I@f"ﬂ" la nak Pemohon;

--------------- 'lh\ (SR P SR ATAR R 3 nama PemOhon;

Surat permohonan dapat berisi berupa tuntutan oleh satu pihak
yang berkepentingan terhadap suatu hal yang di dalamnya tidak
mengandung sengketa. Dalam surat permohonan sendiri bisa
diajukan secara tertulis maupun secara lisan dihadapan Ketua

Pengadilan Negeri yang akan memberikan pelayanan untuk
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menyuruh mencatat seluruh permohonannya tersebut sesuai dengan
Pasal 120 HIR, Pasal 144 RBg.

. Pendaftar menghadap ke petugas meja pertama/meja E-Court.
Petugas E-Court akan membuatkan akun E-Court untuk pemohon
dan mendaftarkan permohonannya dengan menggunakan e-mail

aktif dari pemohon. Setelah itu petugas akan memeriksa semua

7S
%L
Sy

. Membayar panjar biaya perkara secara online. Panjar biaya yaitu
biaya yang harus dibayarkan oleh pihak yang berperkara saat
mengajukan perkaranya di Pengadilan. Pendaftar secara otomatis
akan mendapatkan taksiran panjar biaya pada laman e-SKUM dan
nomor pembayaran dapat dibayarkan melalui saluran elektronik

yang tersedia. Besarnya panjar biaya diperkirakan harus mencukupi
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dalam menyelesaikan perkara tersebut, hal ini didasarkan pasal 182
ayat (1) HIR. Selain itu bagi orang yang tidak mampu juga tetap
dapat diijinkan berperkara secara prodeo dengan syarat surat
pengantar tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah setempat dan dapat
diketahui oleh Camat;

d. Pendaftar akan mendapatkan Nomor Perkara dari Pengadilan dan di

ajelis Hakim dan hari

UN'SSULA
M'éﬁb%ﬂh

2. Tahap persidangan

Pemohon diharapkan datang untuk mengikuti sidang. Pada saat
persidangan di ajukanlah bukti-buktinya untuk mengetahui apakah
permohonannya tersebut dapat dikabulkan atau tidak oleh hakim
yakni:

a. Pertama pemohon membacakan isi permohonannya kepada Majelis

Hakim;
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b. Selain itu dalam persidangan, disamping bukti-bukti surat-surat,
pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi. Saksi adalah salah satu
alat bukti yang keterangannya diperlukan untuk keperluan
pembuktian di hadapan hakim, dalam suatu perkara di persidangan;

c. Jika semua bukti-bukti beserta pertimbangan-pertimbangan hukum

cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka

penetapan. Bisa

'. n membawa bukti

UNISSULA disangkutan atau bisa di
9 Ié;gﬁ_} agua atau bisa

seicivziansmmw-iarna’ 3

N e e 6 i )

n menggunakan akun

pemohon.
Perlu diketahui bahwa sifat dari penetapan Pengadilan atas
permohonan perwalian merupakan upaya hukum tingkat pertama dan
terakhir karena perkara tersebut berbentuk permohonan atau voluntair,

permohonan Wali maka biasanya dilakukan oleh dan atas permintaan dari
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keluarga sedarah atau semenda dan dimana dalam penetapan tersebut
hanya memuat permohonan tidak ditemukan lawan.
M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa:™
Permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang
diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon

atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Dasar hukum permohonan mengacu pada ketentuan Pasal 2 dan

Iam hal ini adalah

B\ UNISSULA //SENEN_—.
perwalian, | makay selarjitnya™ Welianak g umur diminta untu
MJHE‘@&DML@
. g

mengangka\StiRan=s CoCoeid. I O——epertl yang diatur dalam pasal

362 KUHPerdata yang berbunyi:>*

“Wali berwajib segera setelah perwaliannya berlaku, dibawah tangan
Balai Harta Peninggalan mengangkat sumpah, bahwa ia akan
menunaikan perwalian yang dipercayakan kepadanya dengan baik dan
tulus hati.”

>3 Ega Wulandari, Permohonan Penetapan Perwalian Anak Oleh Ibu Kandung, Jurnal Iimiah
Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH) Volume 4, No. 2, 2021, him.69.
>* pasal 362, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
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Mengingat sifat pengasuhan dan pendidikan anak yang kritis, setiap
individu yang diangkat sebagai wali harus segera melaporkan setiap
terjadinya perwalian kepada Balai Harta Peninggalan. Menurut undang-
undang, Balai Harta Peninggalan menjadi wali pengawas. Untuk menjamin
agar Balai Harta Peninggalan dapat menjalankan tugasnya, maka setiap

orang yang diangkat sebagai wali harus segera memberitahukan kepada

alasan an hukumnya untuk

\ umssm_n
itu. Meng{IEAIKY ri : si0y Ui L“'/ a harus merawat dan

mendidik a --:==--r-v—---=-=vr"‘“-r---r-----r-- [SYF, a tidak memiliki harta

kekayaan apapun. Implementasi orang tua sebagai wali yang dilakukan
secara otomatis, dimana jatuh pada salah satu orang tua yang hidup paling
lama sesuai dengan Pasal 345 KUHPerdata. Kewajiban ini adalah
kewajiban moral yang oleh peraturan perundang-undangan diangkat

menjadi kewajiban hukum. Kewajiban hukum adalah kewajiban moral
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yang oleh peraturan perundang-undangan diangkat menjadi kewajiban
hukum.

Berkaitan dengan tanggung jawab wali dalam pengurusan izin jual
harta anak dibawah umur pada dasarnya perwalian yang diatur undang-
undang berlaku dan mengikat seluruh warga negara. Perwalian dapat

meliputi diri pribadi dan harta benda si anak. Harta benda yang akan

ri anaknya atau
gan Undang-
seorang wali

2D; KUHPerdata), begitu

N UNISSULA ahun 1974 b

juga dalaryfpasal s avat- 1 UIncang - ahun , bahwa
J-‘-'HJ;' Molgiwinsla

kedua or G ssmmissl gt iQikidnak mereka sampai anak

tersebut sudah menikah atau dapat berdiri sendiri. Setiap anak wajib
menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka dengan sebaik-
baiknya. Sehingga kewajiban ini akan berlaku terus meskipun perkawinan

di antara kedua orang tuanya sudah putus.

>® Hasil wawancara dengan Bapak Dr. Rightmen M.S.Situmorang, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Selasa 5 Oktober 2021 Pukul 09.30 WIB
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Disamping kewajiban untuk memelihara dan mendidik, orang tua juga
mempunyai hak mewakili anaknya yang belum dewasa dalam melakukan
perbuatan hukum (pasal 47 Undang-Undang Pokok Perkawinan).
perbuatan yang dimaksud adalah jual harta anak di bawah umur yang
dilakukan oleh seorang Wali. Dalam penjualan harta warisan yang dimiliki

oleh anak di bawah umur, mereka tidak dapat dengan bebas menjual harta

engan melihat segi
eorang ahli/hakim

¢ _ o ) enggunakan prinsip

Sehingga dari semua
Utan vang sucsh berizlan den be tidak bisa disalahkan,
e\ Freidary 'i‘*"i‘t"v’m-ﬂ'# e pikirnya saja.
.‘ll—""\—_-l—nlliI

Berdasarkan hasil wawarféara tersebut penulis menyimpulkan bahwa
kebutuhan anak sudah seharusnya menjadi tanggung jawab Wali. Namun
dengan keadaan yang dialami sekarang ini memaksa harus menjual tanah
tersebut. Pada hakikatnya seorang Wali boleh saja menjual harta si anak

dengan alasan untuk kepentingan dan kesejahteraan anak. Akan tetapi di

% Hasil wawancara dengan Bapak Dr. Rightmen M.S.Situmorang, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Selasa 5 Oktober 2021 Pukul 09.30 WIB
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dalam prakteknya memang tidak sepele ketika seorang wali menjual harta
si anak. Dengan adanya perkembangan zaman muncul batasan-batasan
hukum sebagai syaratnya seseorang untuk melakukan perbuatan hukum,
sehingga diperlukan adanya proses penetapan perwalian melalui
Pengadilan terlebih dahulu. Namun pada saat mengajukan permohonannya

ke Pengadilan daftar harta benda anak-anak seringkali tidak diberikan.

mengalihkan hak, atau

apentingan bagi anak tersebut.

akan harta anak

Kepentingannya.

enjual harta anak di

epentingan si  anak

Seperti dalam Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN.Jpa bahwa maksud
dan tujuan pemohon menjual harta si anak adalah untuk kebutuhan
pendidikan, perawatan anak-anak, dan kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan
Pasal 33 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak, Wali bertanggung jawab atas Anak dan wajib mengurus harta benda

Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak. Ada salah
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satu kepentingan anak yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 9 Undang-
Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap
anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka
perkembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan
bakat anak.

Wali yang ingin menjual harta anak dibawah umur dapat membawa

salinan sah dari Penetapef gadilan yang kemudian diserahkan ke

393 KUHPerdata,

umur harus

n antara lain:

UNISSULA
. ” ir131 *ta L?

3. Suatu Hal Tertentu:
4. Sebab yang Halal.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/1/2015 bahwa dalam perbuatan
jual beli ditentukan batas usia minimum seseorang dapat melakukan jual

beli atas tanah miliknya yaitu 18 tahun atau sudah menikah. Selain itu,
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suatu perjanjian sah haruslah dibuat oleh orang yang cakap berbuat
berdasarkan Pasal 1330 KUH Perdata, dengan lain dibuat oleh orang yang
sudah dewasa. Orang yang belum dewasa menurut hukum adalah mereka
yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah kawin
sebelumnya, seperti Pasal 330 KUH Perdata. Jika ditafsirkan secara

terbalik, orang yang dianggap dewasa dan cakap berbuat menurut hukum

T‘\-. ..,.,l '-T-‘u /@" 3 uk mengalihkan
b { ﬁ,ﬂw@) S Ghr, terlebin dahulu
- &
harus ¢ etapa, Jper

\ UNISSULA
¢l | Pl I [ !* al . b
Miéﬁﬁ-’%‘”!‘? //
Siacrezmrinis s *pad

d i kenakan ) |Simmmaniciass ez mmvsin ISamssmrsEEm s T

d adalah syarat yang

a anak-anak di bawah

kuasanya. Hal ini bukan merupakan kewajiban yang dikenakan oleh
PPAT, tetapi berkaitan dengan kewajiban untuk melaksanakan perintah
pengadilan yang bersangkutan.

PPAT yang berwenang sebagai pejabat atas tanah harus menjelaskan
prosesnya kepada semua pihak yang terlibat. PPAT sebagai Pejabat yang

tanda tangannya mampu mengakibatkan terjadinya peralihan hak, sudah
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sewajarnya menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential) dalam lapangan
hukum perdata dimana merupakan sesuatu yang mutlak dan menjadi
sebuah keharusan. Sehingga berkaitan dengan prosedur administrasi dalam
transaksi jual beli, penetapan Pengadilan Negeri ini dapat digunakan
sebagai tanda bukti otentik ketika terdapat perselisihan di kemudian hari.
Pada diri penetapan (beschiing) memiliki nilai kekuatan pembuktian

o

B 12 dan melekat mengandung makna,

N

yang sempurna dan melek

o

~
S Alvasi setidaknya oleh

UNISSULA |
efigrileline |

hasil jual beW=EEESEouESCRE] paaarUnticikepentitigan si anak bukan untuk

dalam menggunakan

kepentingan Wali sendiri. Seorang Wali berkewajiban membuat daftar
harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu ia
memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta
benda si anak yang digunakan untuk kepentingan si anak sampai selesai

masa perwaliannya karena si anak telah dewasa dan mampu mengurus
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dirinya sendiri. Tentunya selama proses pencatatan ini melibatkan

beberapa saksi agar bisa dipertanggungjawabkan jika anak telah dewasa.
Dalam proses peralihan aset/harta sebidang tanah dan bangunan juga

seorang Wali diharuskan untuk mengalihkan semua harta kepada anak di

bawah perwalian ketika anak telah berusia 21 tahun atau telah menikah.

Apabila seorang Wali melalaikan tugasnya dan mengakibatkan kerugian

10/Pdt.P/2021/PN Jpa bahwa Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa
dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama.
Permohonan diajukan dengan maksud dan tujuan untuk penetapan
perwalian dan izin jual harta anak dibawah umur dengan dalil-dalil sebagai

berikut.
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Bahwa dalam pernikahan Pemohon DWI WAHYUNI AMBAKRUMI
dan suami yang bernama SAHAT JERRY SINAGA telah dikaruniai 2
(dua) orang anak diantaranya: ANGEL SEPTIANA ULI SINAGA berusia
18 tahun dan BOAS HAMONANGAN SINAGA berusia 15 tahun. Bahwa
Pemohon dan Suami Pemohon mempunyai anak yang masih dibawah

umur (belum dewasa) atas nama BOAS HAMONANGAN SINAGA. Pada
1 /ﬂ’\;\ hon meninggal dunia. Pada masa

=emo
'\-\.5

P
\;:;'1 N , 5?.“ !‘_i uk kebutuhan sehari-
¥ @“ L’M 2

hari. Sehingyaunte e e e agat Wl e vakil i kepentingan anak

yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal menjual
tanah dan Bangunan Milik No0.11078 yang menjadi hak anak tersebut
harus ada izin atau Penetapan dari Pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Majelis hakim menetapkan
permohonan pemohon:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
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2.

Menetapkan Pemohon adalah wali dari anak yang masih dibawah umur
bernama : BOAS HAMONANGAN SINAGA, laki-laki, lahir di Pasuruan,
tanggal 24 Mei 2005, untuk bertindak sebagai wali dan mewakili anak
tersebut untuk melakukan perbuatan hukum berupa: menjual sebidang tanah,
dan bangunan, yang bersertifikat Hak Milik Nomor 11078, Luas + 60 M2,
yang terletak di Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota

Bekasi, atas nama Pensg

/
A
G 3

/Jo' fiire: ath perkara tersebut.
“.‘W el dan hukum dari
> )

#mnl.'..'

)\ UNISSULA

idanges ‘ fgembarkan ¢ 2 i
perS| Ha _,." & Shestol: ia / unsur yang terbukti atau
tidak O kb o pemberian—narvalian kepada penerima

penetapan hak perwalian. Hakim dalam memutuskan perkara juga harus
menimbulkan kemanfaatan. Menurut Bapak Rightmen

M.S.Situmorang, S.H.,M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri
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Jepara bahwa dalam memutus perkara seorang hakim memiliki
pertimbangan hukumnya vaitu:>’
a. Apakah si Pemohon/Wali selaku subjek hukum pantas atau tidak
untuk diberi izin menjual harta milik anak.
Hal ini dapat dibuktikan bahwa dalam penetapannya anak pemohon

masih di bawah umur 18 tahun, anak tersebut belum cakap untuk

/ dapat dibatalkan
“'r"l‘} aelividu tertentu atau
.

*er-h )

di tersebut.
b u N l SS u LA m Jika sudah dewasa
: AL AL .“i, " 131 s l@r/ .

..................... Uok—disaaieadulkan, karena seseorang

==

Sk

L]
A
)

yang telah dewasa dapat melakukan perbuatan hukum secara
sendiri tanpa harus diwakilkan Orang Tua/Wali.

Bahwa benar, salah satu dari anak pemohon masih berusia 15 tahun
sehingga belum bisa melakukan perbuatan hukum secara sendiri

dan diperlukan seorang Wali untuk mewakili anaknya dalam hal ini

>’ Hasil wawancara dengan Bapak Dr. Rightmen M.S.Situmorang, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Selasa 5 Oktober 2021 Pukul 09.30 WIB
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jual Tanah dan Bangunan yang merupakan harta warisan atas
peninggalan Ayahnya.

c. Benar atau tidaknya tanah tersebut milik anak itu atau sebagai salah
satu pemilik tanah dari saudaranya.
Bahwa, anak memungkinan dapat mempunyai harta sendiri, tidak

lain harta tersebut didapatkan karena salah satu orang tua

;H'F 1 ;'.Iéﬁt}l = I,@-

. penjuatan t driatorsebuthards diketahui bagaimana

mengenai pendapat keluarga yang lain.

Bahwa, di dalam penetapannya anak-anak Pemohon merasa tidak
keberatan atas tindakan Pemohon yang akan menjual hartanya
berupa sebidang tanah dan bangunan warisan dari peninggalan

Ayah/Suami Pemohon, karena hasil dari penjualan tersebut akan
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digunakan untuk biaya pendidikan, perawatan anak-anak, dan

kebutuhan sehari-hari.

Adanya tanggung jawab seorang hakim kepada apa yang diputuskan
adalah keputusan final. Hakim mengabulkan penetapan perwalian untuk
mengutamakan kemaslahatan, dan membuat kepastian hukum dan keadilan.

Jika permohonannya ditolak, hal ini dapat mengakibatkan banyak

dan saksi-saksi
t dan mendidik
materi, sehingga
mewakili anaknya

sendiri memiliki fungsi

umssm_n //
i| ir l o Jelum dapat diperolehnya

epada anak yang masih di

bawah umur. Dalam hal ini tindakan hukum yang dilakukan Wali adalah
jual beli hak milik atas tanah milik anak di bawah umur diperbolehkan dan
dapat dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Begitu juga, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh hakim
menjadi yurisprudensi dalam penerapan batasan usia kedewasaan

seseorang. Berbagai macam peraturan mengenai batasan usia dewasa
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yang ada menyebabkan belum ada kepastian hukum sehingga
penerapannya disesuaikan dengan apa yang akan dilakukan dalam
perbuatan hukumnya.

Peran hakim sebagai aparatur kekuasaan kehakiman pada
prinsipnya tidak lain adalah dalam menjalankan fungsi peradilan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

) limm~arisnmmaicineziw=d 4y “inimms [E T TEF TP Iah fakta atau periStiwa

dan bukan peraturan hukum. Peraturan hukum hanyalah alat,
sedangkan menentukan adalah peristiwanya.
Menurut Prof. Mr Paul Scholten mengatakan,”®

Bahwa hukum itu merupakan suatu sistem yang terbuka (open system
van het recht)

% pasal 5 ayat 1, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
** S.H. Drs. C.S.T, Kansil, Pengantar llmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka,
Jakarta, 1986, him.70.
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Pendapat ini berdasarkan kenyataan untuk mengisi kekosongan hukum
bahwa dengan pesatnya kemajuan dan perkembangan masyarakat, hukum
menjadi dinamis, terus menerus mengikuti proses perkembangan
masyarakat. Oleh karena itu, tidak tertutup kemungkinan hakim akan

mampu dan kemungkinan besar akan diminta untuk mengatasi hal-hal yang

UNI SS ULA
weellul/|Zonilolusina
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BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian serta pembahasan terhadap Tinjauan Yuridis
Permohonan Perwalian Dalam Pengurusan Izin jual Harta Anak di Bawah
Umur di Pengadilan Negeri Jepara penulis menarik kesimpulan sebagai

berikut.

. :#'*:T.. /o Meja Pertama

A BSKUW--dan s8lihdny o8fmOYonannya yang telah
- ’ *lr | o,
A Mléﬂﬂ*ﬂmﬂ*h“ / era kepada Pemohon,

Pemohon diharapkan (ﬁtang untuk sidang pada waktu yang
ditentukan. Kedua, tahap persidangan pemohon membacakan
permohonannya beserta bukti-buktinya dan mengabulkan permohonan
pemohon. Sifat dari penetapan Pengadilan atas permohonan perwalian
merupakan upaya hukum tingkat pertama dan terakhir, sehingga tidak
ada upaya hukum banding. Tanggung jawab wali berikutnya adalah

membuat daftar harta anak yang berada di bawah penguasaannya pada
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saat ia mulai menjabat dan mencatat semua perubahan harta anak yang
digunakan untuk kepentingan anak. Dalam proses pengalihan harta,
Wali diwajibkan untuk mengalihkan semua hak kepada anak ketika
anak tersebut mencapai usia 21 tahun atau sudah menikah.

Hakim mengabulkan penetapan perwalian untuk mengutamakan

kemaslahatan, dan membuat kepastian hukum dan keadilan. Jika

perwalian terhadap

..‘f' : l‘ 5§p !'_ . gdungan hukum terhadap
eyl motirtelurnale //
~rrn rak

harta (3 :rl'rrl-tl-ﬂl(—-é‘xIl-'-'v|'.-lll;ll|hihlI-l an aSpek kepentingan

Ahli Waris dalam perkara ini menjual harta anak di bawah umur.
Selanjutnya, ditujukan kepada seorang Wali harus mengelola harta si
anak secara baik, termasuk mencatat jumlah harta dan mencatat
perubahannya dan akan berakhir setelah si anak telah dewasa serta
untuk izin jual hartanya harus diketahui si anak dan ahli waris yang

lain. Selain itu, sebagai akibat dari meningkatnya kebutuhan anak saat
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ini, tanggung jawab Wali harus lebih ditingkatkan. Ada banyak hak-
hak anak yang masih tidak terpenuhi di dalam perwaliannya. Hal ini
cukup menjadi perhatian pemerintah bahwasannya anak adalah
pemimpin masa depan bangsa dan sangat penting bahwa negara
melindungi hak-hak semua anak.

Bagi para hakim diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada

teliti sebelum
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PENETAPAN
Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Jpa.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata
Pemohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah
ini dalam Permohonan :

DWI WAHYUNI AMBARUKMI, umur 48 tahun, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan
Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Perum

Uﬂlgﬁﬂi_ﬁ

S S | (13/125/CSK/U/XI1/2001
tertangga| 29 Desember 2021;

- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak diantaranya : 1.
Angel Septiana Uli Sinaga, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Bekasi, tanggal 11
September 2002 (usia 18 tahun) 2. Boas Hamonangan Sinaga, Jenis Kelamin Laki-laki,
lahir di Pasuruan, tanggal 24 Mei 2005 (usia 15 tahun);

- Bahwa semasa hidup Suami Pemohon memiliki sebidang Tanah dan Bangunan yang
terletak di Mutiara Gading Timur Blok H.10 No. 66 Bekasi Timur, sesuai dengan Surat
Pemyataan Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah Nomor : 11078 tanggal 5 Mei 2011; -
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- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon masih mempunyai anak yang masih dibawah
umur (belum dewasa);

- Bahwa suami pemohon bemama : Sahat Jerry Sinaga, telah meninggal dunia pada
tanggal 13 Desember 2010 Sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian/
Akta Kematian No : 474.3/8-KL.MTJ/11/2011 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mustika
Jaya, Kec. Mustika Jaya Bekasi Timur tanggal 14 Desember 2011;

- Bahwa Setelah suami pemohon meninggal dunia, maka Hak waris tanah tersebut
sekarang atas nama pemohon dan@aak-anak pemohon termasuk anak-anak pemohon

yang belum dewasa;,

Bahwa pemohon dag

!»r! M ! 5 enjual sebidang Tanah

Lau_;J i Falds Bty o bkasi Timur berdasarkan

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang

menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Permmohonannya dibacakan, Pemohon
menyatakan tetap pada Permohonannya, dan ada perubahan sebagai berikut :
Dalam Posita :

- Sebelum perubahan : Bahwa semasa hidup Suami Pemohon memiliki sebidang Tanah
dan Bangunan yang terletak di Mutiara Gading Timur Blok H.10 No. 66 Bekasi Timur,
sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah Nomor : 11078
tanggal 5 Mei 2011;

Halaman 2 dari 1N Panstanan Parrdata Parmnhnnan Nnmnr 10/Prt P/2021/PN _Ina
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- Sesudah perubahan : Bahwa semasa hidup Suami Pemohon memiliki sebidang Tanah
dan bangunan, yang bersertifikat Hak Milik Nomor 11078, Luas + 60 M2, yang terletak di
Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kotamadya Bekasi;

Dalam Petitum :
- Sebelum perubahan : Memberi izin kepada Pemohon dan anak-anak pemohon untuk

menjual sebidang Tanah dan Bangunan di Mutiara Gading Timur Blok H.10 No. 66
Bekasi Timur berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah dan

UNISSULA
\ ediley/ | gonl lelusnela
| A |

6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 6305/UMUM/\/I/2005, tanggal 3 Juni 2005,
atas nama BOAS HAMONANGAN SINAGA, (bukti P-6);

7. Foto copy Sertipikat Hak Milik, Nomor : 11078, tanggal 25 Agustus 2005, atas nama
DWI WAHYUNI AMBARUKMI, (bukti P-7);

8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 471/2002, tanggal 24 September 2002, atas
nama ANGEL SEPTIANA ULI SINAGA, (bukti P-8);

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Jpa
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Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai
secukupnya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut di atas, di persidangan
Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan
yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MICHAEL DWI SETYOADI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bemama SAHAT
JERRY SINAGA; e,

Bahwa dari perkawins#’s

M
UNISSULA
B\ Azllol/|£itel sl

L

2. Saks

ESY PRASETYANI, dbawah janji  pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bemama SAHAT
JERRY SINAGA;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan SAHAT JERRY SINAGA, mempunyai 2
(dua) orang anak yaitu : ANGEL SEPTIANA ULl SINAGA, dan BOAS
HAMONANGAN SINAGA;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Jpa
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- Bahwa suami Pemohon (SAHAT JERRY SINAGA), telah meninggal, pada tanggal
13 Desember 2010;

- Bahwa  selain meninggalkan para ahli warisnya, suami Pemohon juga
meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah, dan bangunan;

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bemmama BOAS HAMONANGAN
SINAGA, masih belum dewasa;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini, karena Pemohon, dan anak-

anak Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah waris tersebut, untuk

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti
tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan
Negeri Jepara, memberi izin kepada Pemohon selaku ibu kandung dari anak yang
bemama BOAS HAMONANGAN SINAGA ditetapkan sebagai wali, untuk kepentingan
mewakili perbuatan hukum dalam penjualan tanah dan bangunan, warisan dari suami
Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Jpa
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——— Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon bertempat tinggal di Perum
Jepara Regency Blok C No. 31, RT. 008/RW. 002, Desa Pekalongan, Kecamatan Batealit,
Kabupaten Jepara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jepara, berwenang mengadili
perkara Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah

mengajukan 8 (delapan) bukti surat, dan 2 (dua) orang saksi yaitu : saksi MICHAEL DWI
SETYOADI, dan saksi DESY PRASETYANI, di persidangan, sehingga alat bukti tersebut
dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam Permohonan Pemohon;

- Hem==¢jauh orang tua ini tidak

'fau dipecat dari kekuasaan orang tua. Sedangkan di dalam Pasal 50 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :
anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pemah
melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di
bawah kekuasaan wali. Kemudian pada ayat (2) menyebutkan bahwa : perwalian itu
mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menyebutkan bahwa : Wali dapat ditunjuk oleh satu

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 1 0/Pdt.P/2021/PN Jpa
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orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal dengan surat
wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi. Kemudian pada ayat (2)
menyebutkan bahwa : Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau
orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik; —————

Menimbang, bahwa Pasal 830 KUHPerdata menyebutkan bahwa : pewarisan
hanya terjadi karena kematian, kemudian pada Pasal 833 KUHPerdata juga menyebutkan
bahwa : para ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua

barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal;

n, dan dihubungkan

di persidangan, maka

- . . : idupnya, telah menikah,
: 0 Desember 2001, dengan seorang laki-laki yang bernama SAHAT
JERRY SINAGA (Vide bukti P-3);

- Bahwa selama menikah Pemohon, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung,
yaitu :
1. ANGEL SEPTIANA ULI SINAGA, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 11 September

2002, sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun (Vide bukti P-2, dan bukti P-8), dan
telah dewasa;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Jpa
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2. BOAS HAMONANGAN SINAGA, laki-laki, lahir di Pasuruan, tanggal 24 Mei 2005,
sekarang berumur 15 (lima belas) tahun (Vide bukti P-2, dan bukti P-6), dan belum
dewasa;

- Bahwa suami dari Pemohon yang bernama SAHAT JERRY SINAGA, telah meninggal
dunia pada tanggal 13 Desember 2010 (Vide bukti P-4);

- Bahwa suami Pemohon yaitu Almarhum SAHAT JERRY SINAGA, selain mempunyai
seorang isteri, dan 2 (dua) orang anak kandung, juga mempunyai harta peninggalan
berupa : sebidang tanah, dan bangunan yang bersertifikat Hak Milik Nomor 11078, Luas

" akan menjual
SAHAT JERRY

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,
maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon cukup beralasan, dan tidak
bertentangan dengan hukum, sehingga petitum Pemohon : Memberi izin kepada Pemohon
dan anak-anak pemohon untuk menjual sebidang Tanah dan Bangunan, yang bersertifikat
Hak Milik Nomor 11078, Luas + 60 M2, yang terletak di Kelurahan Mustika Jaya,
Kecamatan Mustika Jaya, Kotamadya Bekasi, patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan
sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas,
Pemohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;
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Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh
karena pekara ini adalah perkara permohonan, maka biaya yang timbul dalam permohonan

ini dibebankan kepada Pemohon;
Mengingat, dan memperhatikan KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan, dan sumber hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon,;

2. Menetapkan Pemohon adalah wali dari anak yang masih dibawah umur bemama :

SUGONDO, S.H.
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PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Penggandaan berkas Rp. 7.500,-
4. PNBP Rp. 10.000,-
5. Biaya Sumpah Saksi Rp. 20.000,-
6. Redaksi Rp. 10.000,-
7. Biaya Materai Rp. 9.000,-

Jumiah : Rp. 136.500,-
Terbilang (seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);

- o~

UNISSULA
":ﬂﬂl‘&%”é_ﬁbl e L?.
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